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ABSTRAK 
MUHAMMAD TAQWA (B121 12 136), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI 
DESA MAKKAWARU dibimbing oleh: Muhammad Djafar Saidi 
sebagai Pembimbing I dan Naswar Bohari sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan memahami 
fungsi Badan Permusyawaratan Desa Makkawaru dalam memenuhi 
aspirasi masyarakat desa dan Untuk mengetahui dan memahami 
hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
Makkawaru  
Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Makkawaru dan Kantor 
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Makkawaru, kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan 
data sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan 
menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif kemudian disajikan 
secara dekskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan 
menggambarkan mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan fungsi 
badan permusywaratan desa. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi BPD yang telah 
diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Adapun fungsi-fungsi yang tidak berjalan sesuai 
dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah aspirasi 
masyarakat desa disalurkan tidak melalui Badan Permusyawaratan Desa, 
melainkan pada Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat. Selain itu, 
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Makkawaru tidak kooperatif dan 
tidak memiliki komunikasi yang baik dengan kepala desa dan perangkat 
desa di desa setempat, yang mana akibat dari hal tersebut, adanya 
kurang kepercayaan masyarakat desa kepada Badan Permusyawaratan 
Desa dan membuat Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki arti di 
mata masyarakat desa Makkawaru. Usulan-usulan masyarakat 
diserahkan ke Kecamatan dan diadakan lagi Musrembang ditingkat 
Kecamatan. Dan juga ditampung dan dikelompokkan lagi berdasarkan 
skala proritas Dengan demikian penulis berpendapat bahwa dilaksanakan 
atau tidak dilaksanakannya aspiras tersebut bukan lagi menjadi 
kewenangan pemerintahan desa. Artinya, fungsi dari Badan 
Permusyawaratan Desa hanya sampai saja pada perencanaan program 
dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Menurut penulis, Peranan BPD 
dalam perencanaan program disini, haruslah mengetahui perkembangan 
apa yang ada di desa, dapat memberikan masukan tidak saja mengenai 
aspirasi yang ditampungnya, juga dapat memilah apa yang menjadi 
prioritas dan apa yang menjadi kebutuhan di Desa Makkawaru. Tentu 
saja, apa yang menjadi prioritas tersebut juga dapat memberikan 
peningkatan ekonomi Desa Makkawaru, agar dana yang menjadi 
pemasukan desa dapat digunakan untuk pembangunan desa di tahun 
berikutnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat 
luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk 
dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara 
Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses 
demokratisasi sebagai sebuah tumpuan.1 Konsep Negara demokrasi 
dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme 
bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan oleh 
pemerintah Negara tersebut.2 
Salah satu ruang lingkup demokrasi di Indonesia adalah kebebasan 
mengemukakan pendapat. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat 
akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan 
pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat 
yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat 
bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut 
haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah 
kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas 
sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, 
kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami 
                                                         
1 M. Thalhah, Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran 
Hans Kelsen, Jurnal Hukum No.3 Vol. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2009, 
hlm 1 
2 Aminuddin ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar: Identitas Universitas 
Hasanuddin, 2013, hlm 71 
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apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. 
Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah 
pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau 
mengeluarkan pikiran. 
Kebebasan mengemukakan pendapat ini adalah hak semua 
bangsa. Baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Untuk 
masyarakat kota, kebebasan mengemukakan pendapat ini lebih mudah 
dilakukan dibandingkan masyarakat desa, hal ini dikarenakan fasilitas 
yang sangat mudah dijangkau. Berbeda dengan masyarakat desa yang 
mana fasilitas masih kurang memadai. Untuk memfasilitasi hal tersebut 
dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 55 Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa fungsi dari 
Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati 
Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan 
kinerja Kepala Desa. Dalam hal, menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, 
wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk 
menyelenggarakan Pemerintah Desa, hal ini pun termuat dalam Pasal  54 
ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), 
bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang 
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  
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Namun, pada kenyataannya fungsi Badan Permusyawratan Desa 
tersebut tidak terlaksana dengan baik di Desa Makkawaru Kabupaten 
Pinrang. Hal ini dikarenakan, aspirasi masyarakat desa di Desa 
Makkawaru seperti pembiayaan dalam program kelompok tani, perbaikan 
saluran irigasi, dan hal-hal lain yang dapat menunjang perkembangan 
hasil pertanian mereka tidak tersalurkan melalui Badan Permusyawaratan 
Desa dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari penyelenggaraan 
pemerintahan desa.3  
Perlu diketahui bahwa keberadaan kelembagaan kelompok tani di 
Desa Makkawaru sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat 
besar. Kelembagaan kelompok tani ini sangat efektif sebagai sarana untuk 
kegiatan belajar, bekerja sama, dan pemupukan modal kelompok dalam 
mengembangkan usahatani di kabupaten pinrang khususnya di Desa 
Makkawaru. Selain itu, tujuan dari kegiatan kelompok tersebut adalah 
untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani, serta tingkat 
kesejahteraan petani. Hal ini dianggap dapat menjadi salah satu cara 
yang baik dan efektif untuk mempertahankan kabupaten pinrang sebagai 
salah salah icon lumbung beras di Sulawesi Selatan.  
Lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Makkawaru 
Kecamatan Mattiro Bulu di desa yang baru dimekarkan sejak delapan 
tahun terakhir, merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi 
daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk 
melakukan pemilihan kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
                                                         
3 Hasil prapenelitian dengan memperoleh informasi dari Kepala Desa Makakwaru tentang 
aspirasi yang tidak tersalurkan dengan baik [Pada 20 Februari 2016] 
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desa. Lembaga yang masih baru ini adalah lembaga legislatif desa yang 
baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki 
tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.4  
Namun, kenyataannya anggota Badan Permusyawaratan Desa belum 
berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang 
diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di desa. Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa  di Desa Makakwaru cukup banyak yang 
belum memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi 
dan pengontrol. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat desa 
Makkawaru menyalurkan aspirasinya hanya melalui Kepala Desa. Wajar 
bila kemudian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa 
masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Desa. Padahal  
fungsi dari kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014  
tentang Desa Pasal 26 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, 
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. 
Dalam menyelenggarakan hal tersebut, kepada desa harus menjalin kerja 
sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa 
termasuk dengan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun, bentuk kerja 
sama yang dijalin dengan badan permusyawaratan desa tersebut adalah 
mengenai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat desa agar dapat 
terlaksana. Artinya, dalam hal ini aspirasi tersebut haruslah berjenjang 
tidaklah aspirasi tersebut diterima dan dihimpun oleh kepala desa saja 
namun haruslah memanfaatkan Badan Permusyawaratan Desa setempat. 
                                                         
4 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/5537, terakhir diakses pada 
tanggal 10 Maret 2016 Pukul 15.20 WITA   
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Hal tersebut, dimulai dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai 
perangkat desa yang menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti 
dengan melakukan kerja sama bersama Kepala Desa sebagai 
penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil 
keputusan.  
Menurut penulis, isu ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji 
karena terdapat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi pada praktik 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila praktik ini tetap 
terjadi maka kemungkinan besar tidak ada lagi pihak yang dapat 
mengakomodir aspirasi masyarakat desa, yang kemudian akan 
menjadikan Desa Makkawaru menjadi desa dengan pemerintahan yang 
tidak berkembang. Maka dari  itu, penulis berkeinginan untuk mengkaji 
dan meneliti permasalahan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa Makkawaru dalam memenuhi aspirasi masyarakat desa? 
2. Bagaimana Rencana Pembangunan Desa Makkawaru Melalui 
APBDesa? 
 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui dan memahami fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa Makkawaru dalam memenuhi aspirasi 
masyarakat desa; 
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2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam pelaksanaan 
fungsi Badan Permusyawaratan Desa Makkawaru.  
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Penulisan ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat 
memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru 
terhadap pelaksanaan kewenangan badan permusyawaratan desa  
2. Bagi aktifitas akademika dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih 
lanjut mengenai hal tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa 
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu di maksud, bahwa susunan 
Negaranya hanya terdiri dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya 
Negara di dalam Negara seperti hanya pada suatu Negara federal. 
Karena wilayah Negara Republik  Indonesia itu sangat luas yang meliputi 
banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika 
segala sesuatunya akan di urus seluruhnya oleh pemerintahan Negara 
sampai kepada seluruh pelosok daerah Negara, maka perlu di bentuk 
suatu pemerintahan daerah, pemerintahan daerah ini sebenarnya 
menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan 
dengan masyarakatnya.5 
Kedudukannya bertingkat-tingkat; ada yang tingkatnya di atas 
pemerintahan daerah lainnya dan ada yang tingkatnya di bawahnya, 
sehingga suatu Pemerintahan Daerah dapat meliputi beberapa 
pemerintahan daerah bawahan, Antara Pemerintahan Daerah yang satu 
dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula 
batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah 
Negara yang tersusun secara vertical dan horizontal. 
                                                         
5 Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim. Hukum Tata Negara Indonesia Cet. 7., Pusat Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 249-
250  
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Pemerintahan daerah ini terdapat Pemerintahan daerah otonom yang 
mana sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan azas 
dekonsetrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan 
azas desentralisasi. Pemerintahan daerah otonom diharapkan sebagai 
penyeimbang dalam penyelenggaraan Negara, karena masih banyaknya 
macam segi kehidupan manusia yang tersebar di seluruh wilayah Negara, 
maka dapat menyebabkan kebijakasanaan pusat tidak terlaksana dengan 
baik. Untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan di daerah yang berbeda-
beda itu pemerintah pusat dalam beberapa hal tertentu menyerahkan 
kekuasaanya kepada daerah masing-masing. Penyelenggaraan rumah 
tangga sendiri, juga berarti bahwa rakyat di daerah. ikut 
menyelenggarakan kepentingan masyarakat di daerah dan ini adalah 
sesuai dengan cita-cita Negara demokratis. 6 
Mengenai penyelenggaraan yang menyerahkan kekuasaanya kepada 
daerah masing-masing, atau disebut sebagai pemerintahan daerah 
otonom, pemerintahan desa dapatlah termasuk sebagai pemerintah 
daerah otonom, hal ini berdasarkan dari pengertian desa itu sendiri dalam 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu 
desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui 
                                                         
6 ibid, hlm 257  
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dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik 
Indonesia. Selain itu, pengertian Desa menurut Soetardjo 
Kartohodakoesoemo adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat 
tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan 
sendiri. Lain lagi dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin, S.H. yang 
berpendapat, bahwa desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau 
sebagai masyarakat hukum adat dan beliau di maksudkan dengan bagian 
masyarakat hukum adat adalah, kesatuan-kesatuan masyarkat yang 
mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup Berdiri sendiri, yaitu 
mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan 
lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi 
semua anggotanya.7 
Dalam Pasal 1 angka 43 undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan Desa berdasarkan undang-
undang ini Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, 
desa terdiri atas dua jenis, yaitu Desa dan Desa Adat. Desa atau yang 
                                                         
7Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim. Hukum Tata Negara Indonesia Cet. 7., Op. Cit, hlm 
285-286 
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disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum 
untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan 
nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada 
umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem 
pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial 
budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan 
organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara  
turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan 
masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan  
kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.8 Desa Adat memiliki hak 
asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa 
Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. 
Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara 
historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk 
atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.9 
Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk 
berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau 
gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-
Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan 
gabungan antara genealogis dan  teritorial. Dalam kaitan itu, negara 
mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum  adat beserta 
hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
                                                         
8 https://desabangsa.wordpress.com/2015/01/03/perbedaan-desa-dan-desa-adat/, 
terakhir diakses pada tanggal 13 Februari 2016, Pukul 16.10 WITA  
9 ibid  
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perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.10 
Berdasarkan penjelasan di atas, Desa Makkawaru sendiri, adalah 
bukan termasuk desa adat, melainkan desa yang mempunyai karakteristik 
yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan di Desa 
Makkawaru tidak terbentuk oleh genealogis, territorial dan/atau gabungan 
genealogis dengan territorial. Desa Makkawaru sendiri terbentuk dari 
gabungan desa yang berbatasan dan baru berusia delapan tahun. 
Landasan pemikiran dalam penganturan mengenai desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, ototnomi asli demokrasi dan 
pemeberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang 
dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainya dan kepada desa 
melalui pemerintah desa dapat diberikan penguasaan ataupun 
pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk 
melaksanakan urusan pemerintah tertentu.  
Sedangkan terhadap desa yang di bentuk karena pemekaran desa 
atau karena trasmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya 
pluralitas, menjemuk, ataupun heterogen, maka ototnomi desa akan 
diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti 
perkembangan dari desa itu sendiri. Sebagai perwudjutan demokrasi, 
dalam penyelenggaran pemerintahan desa di bentuk Badan 
Permusyawaratan Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagi lembaga 
pengaturan dalam peneyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam 
                                                         
10 ibid 
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pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan 
belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa di bentuk lembaga 
kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan 
desa dalam memberdayakan masyarakata desa, kepala desa pada 
dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara 
dan prosedur pertanggug jawabanya di sampaikan kepada Bupati atau 
walikota melalui camat.11 
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada Bab V 
mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disebutkan 
dalam Pasal 23 bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu 
kepastian hukum;  tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib 
kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; 
akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan 
partisipatif, hal ini disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama 
lain. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; 
dan  pelaksana teknis. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud di atas 
bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, diangkat oleh 
Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama 
                                                         
11ibid 
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Bupati/Walikota.  Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.  
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : 
a. urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul 
desa;  
b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang di serahkan pengaturanya kepada desa; 
c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi dan/ 
atau pemerintah kabupaten/kota;  
d. urusan pemerintahan lainya yang oleh peratutan perundang-
undangan diserahkan kepada desa.  
 
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa 
1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Dwipayana dan Eko mengemukakan BPD merupakan aktor 
masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang 
memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan 
pemerintah desa (negara).12 BPD sebagai badan perwakilan 
merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. 
Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan 
menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan 
Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
                                                         
12Dwipayana, Ari AAGN dan Eko, Membangun Good Governance di Desa. Institute For 
Research And Empowerment (IRE Press). Yogyakarta , 2003, hlm 25 
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lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  
Selanjutnya, menurut Wijaya Badan Permusyawaratan Desa yang 
selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri 
atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi 
adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan 
aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.13 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA 
Pasal 1 angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut 
dengan nama lain, yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga 
yang melaksankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan 
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan desa 
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat. 
2. Tata Cara Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa 
Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari 
dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak 
                                                         
13Wijaya 2006, Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta,Op.Cit, hlm 38 
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pilih yang pelaksananaya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia 
pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyaratan 
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.14 
Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan 
berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota 
DPRD dipilih dari calon- calon yang diajukan oleh kalangan adat, 
agama, organisasi social-politik, golongan profesi an unsure pemuka 
masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. 
Berdasarkan Pasal 57 UU Desa, syarat-syarat yang harus dimiliki 
seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa 
adalah sebagai berikut : 
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;  
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah 
menikah;  
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama 
atau sederajat;  
5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;  
6. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan 
Desa; dan  
                                                         
14 Bambang Yudyono, Otonomi Daerah Desentralissi dan Pengembangan SDM Aparatur 
Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 46 
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7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.  
Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan 
jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 
(sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan 
kemampuan Keuangan Desa.  
Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan 
kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan 
pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan 
Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala 
Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai 
Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan 
Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa. 
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)   
Detelah diubahnya UU Pemerintahan Daerah, tugas-tugas badan 
permusyawaratan desa diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun fungsi-fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa dalam Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014, yaitu : 
1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa;  
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 
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Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa berhak:  
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;  
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
dan  
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan 
fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  
Adapun hak dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa:  
1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;  
2. mengajukan pertanyaan;  
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;  
4. memilih dan dipilih; dan  
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa.  
Selain hak, berdasarkan Pasal 63 UU Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa berkewajiban untuk : 
1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;  
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
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3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat Desa;  
4. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 
kelompok, dan/atau golongan;  
5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 
Desa; dan  
6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
kemasyarakatan Desa.  
 
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 
Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, 
Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD.  
Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan 
perundang- undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan 
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya 
masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka 
panjang, menengah dan jangka pendek.  
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Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
perundang- undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang 
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Adapun jenis peraturan di desa dalam Pasal 2  Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, meliputi:  
1. Peraturan Desa;  
2. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan  
3. Peraturan Kepala Desa.  
Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang 
bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa 
yang dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan 
penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi.15 
Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas 
berisi materi kerjasama desa. dan Peraturan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud berisi materi pelaksanaan peraturan desa, 
peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.16 
                                                         
15Pasal 3-4  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 
2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA 
16 Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA 
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Adapun pelaksanaan fungsi BPD yang membuat peraturan desa 
diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dimulai dari perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan 
penyebarluasan. 
1. Perencanaan : 
a. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa di 
tetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja 
Pemerintah Desa. 
b. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa 
lainya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah 
Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan 
Peraturan Desa. 
2. Penyusunan : 
a. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa : 
1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh 
Pemerintah Desa; 
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib di 
konsultasikan kepada masyarakat desa dapat di 
konsultasikan kepada camat untuk mendaptkan masukan 
3. Rancangan peraturan Desa yang dikonsultasikan 
sebagimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada 
masyarakat atau kepompok masyarakat yang langsung 
dengan substansi mataeri pengaturan 
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b. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD : 
1. BPD dapat menyusun dan engusulkan rancangan 
Peraturan Desa; 
2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1)  kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang 
rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan 
Peraturan Desa tentang rencana kera Pemerintah Desa, 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 
rancangan Peraturan Desa tentang laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. 
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat di usulkan oleh anggota BPD kepada 
pimpinan PBD untuk ditetapkan sebagi rancangan 
Peraturan Desa usulan BPD. 
3. Pembahasan : 
a. BPD mengundang Kepala Desa unruk membahas dan 
menyepakati rancangan Peraturan Desa; 
b. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakasa 
Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama 
untuk di bahas waktu pembahsan yang sama, maka 
didahulikam rancangan Peraturan Desa usulan BPD 
sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa di 
gunakan sebagai bahan untuk perbandingan; 
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c. Rancangan Peraturan Desa yang belum di bahas dapt di tarik 
kembali oleh pengusul; 
d. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bahas tidak dapt di 
tarik kembali kecuali atas kesepakan bersama antara 
Pemerintah Desa dan BPD; 
e. Rancangan Peraturan Desa yang telah di sepakati bersama 
disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaran Desa 
kepada kepala Desa untuk di tetepkan menjadi peraturan Desa 
paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan  
Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib ditetepkan oleh kepala DEsa dengan membubuhkan 
tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak 
diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD. 
4. Penetapan  
a. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bubugkan tanda 
tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada sekertaris Desa untuk diundangkan. 
b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan 
Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1), 
rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam 
Lembaran Desa sah menjadi Peraturan Desa. 
5. Pengundangan 
a. Sekertaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembar 
desa 
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b. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat sejak di undangkan. 
6. Penyebarluasan 
a. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD 
sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan 
Desa, Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan 
Rancangan Peraturan Desa; 
b. Penyebarluasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan 
masyarakat dan para pemangku kepentingan. 
Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari 
penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara 
musyawarahdan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan Desa 
dipilih dari dan anggota badan permunsyawaratan desa, masa 
jabatan badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan 
dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat 
dan tata cara penetapan anggota badan permusyawaran desa dan 
pimpinannya di atur dalam Perda yang berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah.17 Penjelasan Pasal 209 dan 210 ayat 1 UU 
ini menyatakan, yang di maksud dengan Badan permusyawaratan 
Desa dalam ketetntuan ini adalah sebutan nama. 
 
 
                                                         
17Pasal 209-210 ayat 1-4 UU No.32 Tahun 2004 
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D. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sesuai 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 
2004 merupakan awal era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang lebih otonom. Dalam rangka melaksanakan fungsinya secara efektif, 
maka pemerintah daerah harus didukung sumber-sumber pendapatan 
yang pasti agar pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintah di 
daerah terjamin.  
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Daerah memiliki:  
1. kewenangan mendayagunakan potensi keuangan daerah;  
2. dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta antar daerah, 
dan;  
3. akses terhadap pinjaman di dalam negeri maupun di luar negeri. 
Dengan demikian, wilayah kajian kemampuan keuangan desa 
dapat mencakup aspek hak, yaitu pendapatan; dan aspek kewajiban, yaitu 
belanja. Sumber pendapatan desa terdiri pendapatan asli desa, bagi hasil 
pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan 
keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten serta hibah dari sumbangan 
pihak ketiga. Adapun belanja desa dirinci berdasarkan organisasi, fungsi, 
dan jenis belanja.18  
Untuk membiayai kewenangan desa, pendapatan asli desa 
idealnya menjadi sumber pendapatan pokok desa. Sumber pendapatan 
lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan 
                                                         
18 Mardiasmo, Teori dan Konsep Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Rajawali 
Press, Jakarta, 2000, hlm 45 
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desa. Melalui kewenangan yang dimiliki, desa diharap dapat 
meningkatkan pendapatan asli desa, seraya tetap memperhatikan aspek 
ekonomis, efisiensi, dan netralitas.  
Dalam kajian ini digunakan sejumlah parameter, yaitu:  
1. Perhitungan dan analisis kinerja pendapatan asli desa melalui ukuran 
elastisitas, share, dan growth. Elastisitas adalah rasio pertumbuhan 
pendapatan asli desa dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan 
melihat sensitivitas atau elastisitas pendapatan asli desa terhadap 
perkembangan ekonomi suatu desa. Sedangkan share merupakan 
rasio pendapatan asli desa terhadap belanja rutin dan belanja 
pembangunan desa. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan 
desa membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini 
dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan 
desa. Dan growth merupakan angka pertumbuhan pendapatan asli 
desa tahun i dari tahun i-1.  
2. Pemetaan dan analisis kemampuan keuangan desa dengan metode 
kuadran dan metode indeks. Yang dimaksud metode kuadran adalah 
salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan desa. 
Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai growth dan 
share.  
3. Kebijakan umum pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan 
peningkatan pendapatan asli desa. Pada suatu desa diidentifikasi 
beberapa masalah strategis sebagai bahan pelajaran bagi desa 
lainnya agar dapat dilaksanakan di desa lain sesuai dengan 
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karakteristik masing-masing desa. Data dan informasi primer 
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat/pelaku terkait 
serta kegiatan seminar dan FGD. Analisis dilakukan secara deskriptif. 
Kajian umum pengelolaan keuangan desa difokuskan pada aspek 
perangkat organisasi, akuntansi, dan SDM, sesuai perkembangan 
kebutuhan dan persepsi desa yang bersangkutan. Data dan informasi 
primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 
pejabat/pelaku terkait serta kegiatan FGD. Analisis dilakukan secara 
deskriptif.19  
Mengenai belanja desa, Riyanto menyatakan belanja merupakan 
bentuk pengeluaran yang diartikan sebagai sebuah aktivitas di dalam 
mengelola anggaran yang sesuai dengan tingkat belanja yang digunakan. 
Jenis belanja yang menjadi pengeluaran desa berupa belanja operasi, 
belanja modal, belanja tidak terduga, transfer dan pembiayaan. 20 
Aktivitas pemerintah desa selalu membutuhkan adanya aktivitas 
pengeluaran berupa belanja operasional. Belanja operasional adalah 
pengeluaran rutin yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam 
menjalankan aktivitasnya guna memperlancar ketersediaan pendukung 
aktivitas pelayanan secara operasional.21Ini berarti dalam melakukan 
aktivitas pemerintah membutuhkan berbagai aktivitas belanja dalam 
memenuhi kebutuhan operasional rutin setiap hari.  
                                                         
19 ibid, hlm 121  
20 A. Muin Fahmal, Peran Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Layak dalam 
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Cet. I, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2006, 
hlm 81 
21 ibid, hlm 50 
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Pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan membutuhkan 
adanya belanja modal. Belanja modal ini penting untuk penyiapan 
cadangan anggaran, kebutuhan memodali sebuah aktivitas dan 
ketersediaan untuk kebutuhan pengembangan organisasi. Biasanya 
aktivitas bidang pemerintahan desa selalu diperhadapkan oleh adanya 
pengeluaran berupa belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini 
merupakan suatu kondisi di luar dari program pengeluaran yang telah 
ditetapkan. Karenanya belanja tidak terduga merupakan suatu alokasi 
yang mempengaruhi kemampuan kegiatan pemerintah dalam melakukan 
pengelolaan anggaran. belanja tidak terduga biasanya dimasukkan ke 
dalam pos biaya lain-lain atau beban dari biaya yang akan dialokasikan 
pada pembiayaan tambahan dalam suatu usulan anggaran tahun 
berikutnya.22  
Demikian pula dalam aktivitas pemerintah yang selalu melakukan 
konektivitas dengan kegiatan yang ada dalam satu unit atau dengan 
lembaga pemerintah dan swasta, biasanya terjadi alih atau transfer 
transaksi dalam berbagai pengeluaran yang disebut dengan belanja 
transfer. Pengelolaan keuangan pemerintah desa dalam penggunaan dan 
pemanfaatan anggaran selalu mengalami pemindahan dana-dana dari 
instansi pemerintah dan swasta sebagai bentuk konektivitas dalam 
penggunaan anggaran antara dua instansi dalam menunjang aktivitas 
kerjanya. 23 
                                                         
22 Nugroho Dwidjowijoto, Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi, Get. I Jakarta, 
Gramedia, 2002, hlm 96 
23 ibid, hlm 46  
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Demikian halnya dalam suatu instansi pemerintah selalu 
diperhadapkan dengan adanya aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh 
instansi mengingat aktivitas yang dilakukan merupakan aktivitas 
pembiayaan yang membutuhkan penggunaan anggaran yang dikeluarkan.  
Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam 
mengelola institusinya membutuhkan adanya alokasi pengeluaran berupa 
belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer dan 
pembiayaan. Belanja ini merupakan bentuk pengeluaran yang harus 
dipenuhi dalam rangka eksistensi dalam melakukan kegiatannya.  
Belanja desa merupakan salah satu variabel yang berperan penting 
dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi desa bagi suatu instansi. 
Muslimin menyatakan kemampuan mengelola keuangan desa tergambar 
dari kemampuan suatu instansi dalam menggunakan dana- dana 
anggaran sesuai dengan alokasi belanja yang telah ditetapkan. Alokasi 
belanja terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak 
terduga dan transfer.24  
Dalam kenyataan belanja pemerintah desa sering tidak seimbang 
antara alokasi yang telah dianggarankan dengan biaya anggaran belanja 
yang digunakan. Said menyatakan keberhasilan suatu pengelolaan 
keuangan desa mencapai optimalisasi yang baik apabila pendapatan lebih 
besar dari belanja yang dikeluarkan.25  
                                                         
24 Mahmud Sajali, Faktor Pendukung Pengelolaan Retribusi yang Efektif. Penerbit 
Pustakajaya, Jakarta, 2004, hlm 58 
25 Op, Cit, Muin Fahmal, Peran Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Layak dalam 
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Cet I, hlm 55  
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Anggaran belanja yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan 
pendapatan anggaran yang tersedia sesuai dengan pos-pos yang telah 
ditetapkan, berarti setiap instansi pemerintah harus mampu 
mengalokasikan belanja kebutuhannya menurut kegiatan operasional, 
besarnya modal yang digunakan, estimasi biaya yang tidak terduga dan 
kegiatan transfer dana untuk kebutuhan kelancaran.  
Pengelolaan keuangan ditentukan oleh kemampuan suatu desa 
dalam memanfaatkan dan menggunakan kegiatan belanja desa. 
pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa untuk 
mencapai optimalisasi yang optimal melalui efisiensi belanja operasional, 
mengefektifkan belanja modal, mengalokasikan estimasi belanja yang 
tidak terduga dan aktivitas transfer yang sesuai besar alokasi peruntukan.  
Kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa harus 
bersifat konstruktif dengan kegiatan pengelolaan keuangan desa.  
Menilai suatu kegiatan belanja yang efektif dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi desa tercermin dari:26  
a. Kemampuan mengelola belanja operasional yang telah disesuaikan 
dengan kebutuhan rutin secara teknis, praktis dan teralokasikan.  
b. Kemampuan mengelola belanja modal sesuai dengan kelayakan  
usaha dan tingkat pengembalian modal.  
c. Kemampuan mengefisienkan belanja yang tidak terduga sesuai  
dengan program kerja.  
d. Melakukan pembiayaan transfer pendanaan yang sesuai dengan  
kebutuhan.  
                                                         
26 Mahmud Sajali, Faktor Pendukung Pengelolaan Retribusi yang Efektif, Penerbit 
Pustakajaya, Jakarta, 2004 hlm 26 
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Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi desa memerlukan adanya 
upaya pengalokasian belanja sesuai dengan tingkat operasional kegiatan,  
penggunaan modal kerja yang sesuai dengan nilai belanja, belanja yang 
tidak terduga dan belanja yang ditransfer sesuai dengan kebutuhan yang 
mendesak.  
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
dinyatakan bahwa belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang 
diikuti sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja desa tersebut 
meliputi semua pengurangan dari rekening kas umum desa yang 
mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban desa dalam satu 
tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh 
desa.  
Belanja desa dipergunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota 
yang terdiri dari urusan wajib. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi 
ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah 
pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk 
melaksanakan suatu aktivitas klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat 
yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, 
hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk 
pemerintah desa meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, 
belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak 
terduga (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005).  
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Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 
sehari- hari pemerintah pusat/desa yang bermanfaat jangka pendek. 
Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, 
bunga, subsidi, bantuan sosial (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
2005). 
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
Belanja modal meliputi belanja modal perolehan tanah, gedung dan 
bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 2005).  
Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk 
kegiatan yang sifatnya tidak bias dan tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak 
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
kewenangan pemerintah pusat/desa (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
2005).  
Selain belanja, pengeluaran desa juga meliputi kegiatan 
pembiayaan desa. Suatu kegiatan pemerintahan akan membutuhkan 
pembiayaan untuk memperlancar suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. 
Pembiayaan dalam suatu kegiatan pengelolaan keuangan desa 
mengandung dua aspek penilaian yaitu pembiayaan atas penerimaan 
desa dan pembiayaan atas dasar pengeluaran.27 Dalam implementasinya, 
pembiayaan atas penerimaan desa yaitu pengeluaran dana anggaran 
                                                         
27 Sayuti Malik, 2005. Hukum tata negara dan pemerintahan Publik. Penerbit Rajawali 
Press, Jakarta, 2005, hlm 63  
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yang dibiayai oleh pemerintah desa untuk menerima sumber-sumber 
pendapatan dari penggunaan dan pemanfaatan alokasi anggaran yang 
diberikan. Pembiayaan atas pengeluaran desa yaitu peningkatan 
penerimaan dana anggaran dengan mengeluarkan biaya untuk 
membenahi fasilitas yang menghasilkan sumber pendapatan asli desa.  
Harsani menyatakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa 
tidak terlepas dari adanya aspek pembiayaan. Pembiayaan tidak dapat 
dihindari, karena dengan biaya yang dikeluarkan kita memperoleh alokasi 
sumber pendapatan dari pembiayaan tersebut. Demikian pula dengan 
adanya tingkat penerimaan yang dicapai, tentu tidak terlepas dari adanya 
pengeluaran biaya yang digunakan untuk memelihara, merawat dan 
menjaga alokasi sumber pendapatan.28  
Esensi dasar dari suatu pembiayaan yang berkaitan dengan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi desa, menyatakan semakin besar 
pembiayaan yang dikeluarkan oleh desa semakin besar pengaruhnya 
terhadap peningkatan pendapatan dan belanja anggaran.29  
Ini berarti mengelola pembiayaan, harus disesuaikan berapa besar 
penerimaan desa yang diperoleh di kurang dengan besarnya pengeluaran 
desa yang dialokasikan. Menjadi suatu keuntungan dalam pengelolaan  
keuangan desa apabila besar penerimaan lebih besar daripada 
pengeluaran yang dikeluarkan. Harsani menyatakan identifikasi 
pembiayaan yang harus dikeluarkan dari setiap kegiatan yang dikeluarkan 
                                                         
28 Op. Cit, A. Muin Fahmal, Peran Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Layak dalam 
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Cet. I, hlm 125 
29 Marbun B.N., Otonomi Daerah 1945 – 2005. Proses dan Realita Perkembangan Otoda 
sejak Zaman Kolonial sampai Saat Ini. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm 8  
 33 
tercermin dari tercapainya realisasi yang lebih besar dari target yang telah 
ditetapkan. 30 
Harsani menyatakan identifikasi penerimaan desa yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa 
yaitu: 31 
1. Penerimaan dari masukan sektor-sektor penerimaan pendapatan.  
2. Penerimaan dari alokasi pengelolaan sumber penerimaan  
pendapatan.  
3. Penerimaan dari pemungutan dan pencarian sumber pendapatan.  
4. Pemanfaatan dan penggunaan alokasi anggaran yang  
menghasilkan penerimaan pendapatan. 
Identifikasi pembiayaan pengeluaran untuk kegiatan pengelolaan 
keuangan desa meliputi:32 
1. Biaya operasional dari setiap kegiatan pelayanan  
2. Biaya pengadaan dan penyediaan pelayanan 
3. Biaya peningkatan kesejahteraan pegawai 
4. Biaya penjaminan kelayakan kerja  
5. Biaya administrasi dan perjalanan dinas   
Ini menunjukkan bahwa dalam suatu organisasi pemerintah dalam 
upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi desa, arti penting dari suatu 
pembiayaan sangat diperlukan. Berhasilnya suatu kegiatan tidak terlepas 
dari adanya unsur pembiayaan. Pembiayaan memainkan peranan penting 
dalam mempermudah dan memperlancar suatu kegiatan.  
                                                         
30 Op. Cit, A. Muin Fahmal, Peran Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Layak dalam 
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Cet. I, hlm 128 
31 Ibid, hlm 130 
32 Ibid, hlm 133 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Tipe Penelitian 
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan 
perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan 
penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa 
responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 
pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini maka peneliti melakukan penelitian yang terkait 
dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa  yang ada di: 
a. Kantor Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten 
Pinrang 
b. Kantor Badan Permusyawaratan Desa di Desa Makkawaru, 
Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang 
 
C. Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
terbagi atas 2 (dua), yakni : 
a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh di 
lapangan melalui wawancara langsung, dalam hal ini dengan 
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Kepala Desa, Kepala BPD, dan Anggota BPD Desa 
Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. 
b. Data Skunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh 
secara tidak langsung, seperti data dan informasi yang 
diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, media 
elektronik, karya ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya 
dengan penelitian ini. 
 
D. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari: 
1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 
dari perundang-undangan, catatat-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 
2) Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan.33 
3) Bahan non-hukum, merupakan bahan hukum yang tidak bersifat 
autoritatif, bukan berupa publikasi tentang hukum dan bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan non hukum, meliputi 
                                                         
33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2005, 
hlm. 140. 
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wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum dipengadilan, seminar, 
ceramah dan kuliah.34 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
a. Penelitian Lapangan, yaitu mengumpulkan data secara 
langsung melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan 
yang telah disiapkan dan melakukan secara tidak terstruktur 
untuk memperoleh data dari informasi yang diperlukan. 
Pengumpulan data melalui wawancara kepada Kepala Desa, 
Kepala BPD, dan Anggota BPD Desa Makkawaru, Kecamatan 
Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. 
b. Penelitian Kepustakaan, dalam melakukan penelitian 
kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan 
perUndang-Undangan, buku-buku,artikel-artikel dalam berbagai 
media elektronik yang dianggap relevan dengan materi yang 
dibahas. 
 
F. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu 
analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak 
menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran 
(deskripsi), dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya 
lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, bukan kuantitas.35 
 
                                                         
34Ibid., hlm. 164-165. 
35 Ibid., 19. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Desa 
1. Kondisi Umum Wilayah 
Kondisi dan potensi daerah merupakan hal yang penting dalam 
mendukung secara fisik dalam pengembangan suatu daerah. Faktor fisik 
memberikan penilaian tentang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan di 
daerah setempat. Dipimpin oleh Bapak Rais muhammad sebagai kepala 
desa, Jarak dari kecamatan 4 km luas 6.03 km2. Jumlah dusun dua yaitu 
Dusun Dolangan, Dusun Bottae. Jumlah RT yaitu 6 buah. 
Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu secara administrasi 
berbatasan dengan:  
Sebelah Utara             : berbatasan dengan Desa Pananrang 
Sebelah Selatan          : berbatasan dengan Kecamatan Suppa 
Sebelah Barat             : berbatasan dengan Desa Alitta 
Sebelah Timur            : berbatasan dengan Kecamatan Lanrisang 
2. Keadaan Penduduk 
Jumlah Keluarga 786 KK, 2678 Jiwa 1453 Laki-laki 1225 
Perempuan. Sedangkan berdasarkan agama, keadaan penduduk Desa 
Pananrang dapat dilihat pada tabel berikut ini.  
Agama 
Islam (jiwa) Kristen (jiwa) 
2658 20 
Sumber : Data Sekunder Profil Desa Makkawaru, 2016.  
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Berdasarkan mata pencaharian keadaan penduduk Desa 
Makakwaru dapat dilihat sebagai berikut : 
Jenis Pekerjaan Jumlah 
(jiwa) 
Petani 172 
Buruh Tani 221 
Buruh Swasta 147 
PNS 57 
Pengrajin  71 
Pedagang 121 
Peternak 7 
Montir 18 
TNI/Polri 5 
Penjahit 18 
Karyawan Swasta 13 
Tukang Kayu 23 
Tukang Batu 24 
Guru Swasta 13 
Sumber : Data Sekunder Profil Desa Makkawaru, 2016. 
Sedangkan keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 
dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) 
1. Belum Sekollah 401 
2. SD 780 
3. SMP 389 
4. SMA 541 
5. D-1 4 
6. D-2 10 
7. D-3 12 
8.  S-1 39 
9.  S-2 2 
Sumber : Data Sekunder Profil Desa Makkawaru, 2016.  
 
3. Keadaan Sarana dan Prasarana 
 Berdasarkan data sekunder yang ada di kantor Desa Makkawaru, 
terdapat beberapa sarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
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No. Jenis Sarana pendidikan Jumlah (Unit) 
1. TK 1 
2. SD 2 
3. SMP - 
4. TPA (Tempat Pendidikan Al 
qur’an) 
2 
5. SMA - 
6. Lembaga Pendidikan Agama 1 
7.  Perpustakaan 0 
Jumlah 6 
Sumber : Data Sekunder Profil Desa Makkawaru, 2016.  
 Sedangkan berdasarkan sarana penunjang kesehatan, di Desa 
Makkawaru yaitu 2 Posyandu dengan jumlah paramedik empat orang dan 
1 orang bidan desa. Selain itu, terdapat prasarana olahraga yaitu 
lapangan bulu tangkis ada 1 lapangan bola 1 dan lapangan voli 2.  
4. Pemerintah Desa  
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yurisdiksi, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri sesuai dengan poptensi yang ada. Sesuai 
dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa yang terdiri dari 
Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Pemerintah Desa dalam menentukan kebijakan di bidang 
Pemerintahan, senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah 
ditetapkan. Visi dan misi Desa adalah:  
1. Meningkatkan tertib administrasi desa  
2. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat  
3. Meningkatkan pembangunan 
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Dalam melaksanakan tugas maupun visi dan misi, Kepala Desa  
dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris 
sebagai unsur staf atau pelayanan, kepala-kepala urusan sebagai unsur 
pelaksana teknis lapangan dan kepala-kepala Dusun sebagai unsur 
pelaksana wilayah. Susunan personalia Pemerintah Desa terdiri dari 
jabatan-jabatan sebagai berikut ;  
1. Kepala Desa  
2. Sekretaris Desa  
3. Kepala-kepala urusan yang terdiri dari :  
a. Urusan Pemerintah  
b. Urusan Umum  
c. Pembagunan  
4. Kepala Dusun yang terdiri dari :  
a. La Mappa selaku Kepala Dusun Botta’e 
b. Guntur selaku Kepala Dusun Dolangang 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa 
bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua pekerjaan dikerjakan oleh Perangkat 
Desa sesuai dengan bagiannya masing-masing dan antara bidang yang 
satu dengan bidang yang lainnya harus terjalin kerjasama  yang harmonis. 
Keberhasilan atau kegagalan pada bagian yang satu mempengaruhi 
bagian yang lainnya karena Perangkat Desa ini merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah pelaksanaan 
tugasnya, Perangkat Desa ini harus melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan komando dan koordinasi dari Kepala Desa. Susunan organisasi 
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dan kerjasama Pemerintah Desa dapat dilihat dalam bagan sebagai 
berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1. Unsur pimpinan dipimpin oleh kepala desa, bidang-bidang (urusan 
pemerintah, urusan pembangunan, urusan umum) dibantu 
sekretariat desa.  
2. Pimpinan terdiri dari Kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa  
3. Kedudukan kepala desa dan BPD sebagai mitra kerja, bukan 
sebagai atasan dan bawahan.  
4. Unsur pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan serta bagian-
bagian urusan yang dipimpin oleh masing-masing ketua bidang 
dibantu oleh sekretaris desa.  
KETUA BPD 
 
H. Sillang, BA 
 
Kepala Desa 
 
Tamrin Samad 
Babinsa 
 
Serda Syahir Tonga 
Binmas 
 
Brigadir Mursalim 
PPL 
 
Samuel 
Kurnia, Amd. Keb 
Bidan 
 
Sekdes 
 
Muh. Darwis 
Kaur Umum 
 
Muh. Tapsir 
Kaur Pembangunan 
 
Abbas. S 
Kaur Pemerintahan 
 
Abbudussamad P. 
Kadus 
Dolangang 
 
Kadus Bottae 
 
La Mappa Guntur 
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5. Kedudukan antara Unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur 
kewilayahan serta sekretariat desa sederajat, yaitu kedua unsur ini 
dan sekretariat desa berada di bawah sekretaris desa  
6. Unsur kewilayahan terdiri dari Kepala dusun I, dan kepala dusun II. 
Jabatan Perangkat Desa dijabat oleh warga masyarakat. Orang-
orang yang duduk dalam Pemerintah Desa merupakan pelayan 
masyarakat. 
Tugas sehari-hari Perangkat Desa adalah melayani kebutuhan 
masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, 
diperlukan orang-orang yang profesional dan kompeten serta mempunyai 
motivasi yang tinggi untuk membangun Desa.  
Untuk mengetahui kompeten atau tidaknya Perangkat Desa salah 
satu caranya adalah dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang berhasil 
diselesaikannya. Tingkat pendidikan Perangkat Desa secara umum sudah 
baik dan mereka rata-rata tamatan SMA Untuk memperlancar dan 
melaksanakan tugasnya, pemerintahan Desa memiliki sarana prasarana 
yang cukup. Perangkat Desa memiliki kantor sendiri lengkap dengan 
peralatan dan perlengkapannya seperti meja dan kursi, lemari brankas, 
mesin photo copy, mesin ketik, komputer, dan balai desa yang digunakan 
untuk tempat pertemuan dengan masyarakat. 
 
B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Makkawaru 
Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila, demokrasi di 
tempatkan sebagai alat sekaligus tujuan hidup bernegara. Demokrasi 
merupakan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang 
demokratis. Prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis ialah tiap 
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warga negara turut aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, anggota 
masyrakat berpartisipasi dalam menyusun agenda politik, yang di jadikan 
landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah. 
BPD sebagai lembaga baru di desa dan perwakilan dari 
masyarakat berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang 
mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi 
mitra kerja dari pemerintah desa, mempunyai tugas dalam bidang legislasi 
atau perundang-undangan, menampung aspirasi masyarakat,dan tugas 
dalam bidang pengawasan.  
Keberadaan BPD ini tidak terlepas dari proses pembentukan BPD 
dan sejumlah fungsi, kewenangan, dan hak-hak yang dimilikinya. Anggota 
BPD berasal dari komponen-komponen di masyarakat desa kini telah 
tampil menjadi salah satu pemimpin desa yang berpengaruh. Anggota-
anggota BPD terdiri dari para pemuka di masyarakat yang dipilih oleh 
warga desa telah menjadi pemimpin di organisasi yang ada di desa dan 
tidak dibenarkan apabila anggota BPD merangkap sebagai kepala desa 
atau perangkat desa. Para pemuka masyarakat ini tidak lagi berada di luar 
sistem tetapi telah masuk menjadi bagian dan sekaligus tokoh dalam 
sistem tersebut.  
Ketika BPD sebagai lembaga demokratisasi desa sekaligus wujud 
dari adanya otonomi di desa telah dilahirkan atas ketentuan UU No. 32 
Tahun 2004, bukan berarti secara otomatis demokratisasi itu akan 
terwujud. Apabila anggota-anggota BPD tidak mampu memahami 
kedudukan dan fungsi yang dijalankan tersebut dalam keseluruhan 
pemerintahan desa, maka sangat mungkin pelaksanaan fungsi tersebut 
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tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh UU 
tersebut.  
Fungsi-fungsi inilah yang diharapkan terwujud untuk memberikan 
perkembangan desa di Desa Makkawaru. Berdasarkan wawancara yang 
dilakukan oleh penulis pada Ketua BPD Bapak H. Sillang pada tanggal 30 
April 2016, didapat penjelasan mengenai fungsi BPD di Desa Makkawaru, 
yaitu : 
“fungsi BPD di Desa Makkawaru berjalan dengan baik, yaitu tetap 
menampung aspirasi masyarakat desa dan menyalurkan aspirasi 
tersebut kepada kepala desa. Penyampaian disampaikan dilakukan 
dengan lisan dimanapun kami bertemu. Adapun aspirasi yang 
disampaikan adalah jalanan tani dan jalan menuju dusun ke 
dusun.” 
 
Selain bapak H. Sillang, hasil wawancara dengan anggota BPD yang lain 
yaitu Bapak Abbas tanggal 30 April 2016, didapat penjelasan mengenai 
fungsi BPD di Desa Makkawaru, yaitu : 
“fungsi BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat desa 
makkawaru melalui ketua BPD. Namun, untuk masyarakat desa 
yang bertempat tinggal dekat dengan dusun tempat tinggal saya 
menyalurkan aspirasi langsung kepada saya. Aspirasi yang 
disampaikan yaitu jalanan tani dan jalan menuju dusun ke dusun.” 
 
Mengenai fungsi BPD yaitu menyalurkan dan menampung aspirasi 
masyarakat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh anggota BPD 
dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa 
berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Sillang selaku anggota Ketua 
BPD Desa pada tanggal 30 April 2016 adalah:  
“langkah yang dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyakarat 
desa dengan menyampaikan kepada kepala desa pada saat 
diadakan rapat di Kantor desa, namun biasanya Kepala Desa tidak 
terlalu menanggapi aspirasi tersebut.” 
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Sedangkan langkah yang dilakukan oleh Bapak Abbas dalam 
menyalurkan aspirasi tersebut, yaitu : 
“menyampaikan kepada Ketua BPD, lalu dilakukan rapat bersama 
dengan anggota BPD lain”. 
 
Dari hasil wawancara tersebut, terdapat ketidaksesuaian dengan 
pendapat dari masyarakat desa itu sendiri, berdasarkan hasil wawancara 
penulis dengan Bapak Rais berpendapat bahwa : 
“saya biasanya menyalurkan aspirasi langsung kepada Kepala 
Desa atau Kepala Dusun, hal ini dikarenakan BPD tidak memiliki 
kedekatan kepada masyarakat desa dan saya juga tidak 
mengetahui bahwa fungsi BPD adalah tempat untuk menampung 
aspirasi.” 
 
Hal tersebut, serupa dengan Bapak Lembae dan ibu Cama yang 
berpendapat bahwa selama ini aspirasi disampaikan langsung kepada 
Kepala Desa karena mereka tidak tau sama sekali mengenai BPD adalah 
tempat untuk menyalurkan aspirasi. Selain itu, menurut mereka selama ini 
pun pihak pemerintahan desa tidak pernah mewadahi atau memberikan 
tempat bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi. Pendapat masyarakat 
desa di atas mengenai penyampaian aspirasi, bersesuaian dengan Bapak 
Tamrin Samad selaku Kepala Desa Makkawaru pada tanggal 30 April 
2016, yaitu : 
“fungsi BPD sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi tidak 
berjalan dengan baik. Selama ini, masyarakat desa menyampaikan 
aspirasi langsung kepada Kepala Desa, karena Masyarakat Desa 
merasa bahwa aspirasi mereka dapat tersalurkan lebih cepat jika 
disalurkan langsung kepada Kepala Desa. Selain itu, yang 
masyarakat desa tahu adalah tempat untuk berkomunikasi 
mengenai fasilitas desa seperti jalanan tani, dan jalan dusun ke 
dusun serta kelompok tani adalah hanya ke Kantor Desa saja. 
Selain itu, jika diadakan rapat di Kantor desa bersama dengan 
perangkat desa dan BPD biasanya, tidak dihadiri oleh Ketua BPD, 
karena Ketua BPD jarang berada di tempat. Untuk anggota BPD 
lain yang hadir, biasanya, kebanyakan diam, hal ini dikarenakan 
mereka tidak mengetahui fungsi mereka. 
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SelaIn itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Abbas selaku Anggota BPD, yaitu : 
“aspirasi tetap dijalankan oleh BPD, tetapi kepala desa di Desa 
Makkawaru jarang melibatkan BPD dalam kebijakan Pemerintah 
Desa.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa 
adanya perbedaan pendapat dan cenderung saling menyalahkan antara 
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini, seharusnya 
tidak terjadi, karena fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratn 
Desa saling berkaitan satu sama lain. Hal ini pun telah diatur oleh UU No 
6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dituangkan dalam tugas dan 
wewenang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun 
tugas dari Kepala Desa berdasarakan Pasal 26 ayat (1) UU No 6 Tahun 
2014 Tentang Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dam pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas 
tersebut, tentu saja Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD untuk 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Selain dalam tugas Kepala Desa, 
keterkaitan tugas ini pun terlihat dari hak BPD dalam Pasal 61 huruf (b) 
yaitu menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelakasanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, 
dan Pemberdayaan masayarakat Desa. 
Selain ketidaksesuaian antara BPD dan Kepala desa, juga terlihat 
ketidak sesuaian antara pendapat BPD dan Masyarakat Desa mengenai 
fungsi BPD itu sendiri. Menurut penulis, ketidaksesuaian ini terjadi 
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dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik antara masyarkat desa, 
kepala desa, dan perangkat desa yang lain dalam hal menjalankan fungsi 
masing-masing. Sebenarnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan 
memperkuat kebersamaan melalui partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat desa, Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa memfalisitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah 
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah 
antara Badan Permusyawaratan Desa, dan unsure masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam 
bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah 
dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa 
dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. 
Hal tersebut di atas menjadi sangat penting karena masyarakat 
desa sendiri pun sebenarnya memiliki peran untuk mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan terwujudnya 
fungsi BPD yang sesuai dengan undang-undang dapat menjadi 
masyarakat desa, pemerintah desa, dan perangkat lainnya menjadi lebih 
maju, kuat, mandiri dan demokratis. 
Menurut penulis untuk mengembangkan pemerintahan desa dan 
untuk menjalankan fungsi BPD sebagaimana mesitinya, BPD dapat 
menggunakan hak nya berdasarkan Pasal 61 huruf (b) yaitu menyatakan 
pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelakasanaan 
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Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan masayarakat Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
yang lebih terstruktur dengan cara menampung aspirasi masyarakat desa, 
membuat daftar aspirasi, membuat rencana anggaran yang akan 
dikeluarkan, dan kemudian mengajukan hal tersebut kepada Kepala Desa, 
yang berarti BPD tidaklah bersikap pasif dalam hal pembangunan desa. 
tidak saja menampung, namun juga menyalurkan aspirasi tersebut 
berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 6 Tahun 
2014 Tentang Desa. 
Makna dari menyalurkan aspirasi menurut Pasal 55 ayat (2) UU No. 
6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Menurut penulis sendiri, dalam 
menyalurkan aspirasi tersebut tentu saja apa yang disampaikan atau 
aspirasi yang ditampung haruslah disalurkan dengan cara yang jelas, 
akurat dan detail. 
Namun, dalam kenyataannya hal tersebut sulit dilakukan di Desa 
Makkawaru, hal ini dikarenakan Kesibukan anggota BPD diluar 
aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak 
anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar aktivitasnya 
sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, buruh, dan swasta, 
petani, peternak, berkebun.  Karena kesibukan inilah yang menyebabkan 
sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar 
anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup 
banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada 
kedudukannya didalam BPD.  
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Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa dan Masyarakat 
Desa Makkawaru melalui wawancara yang dilakukan oleh Penulis. 
Menurut Kepala Desa Makkawaru : 
“Saat dilakukan rapat di kantor desa, anggota BPD jarang 
mengikuti rapat, hal ini dikarenakan mereka sibuk berkebun dan 
bertani.” 
 
Dalam Pasal 63 huruf (d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa wajib mendahulukan 
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau 
golongan, Berdasarkan pasal tersebut, tentu saja dalam hal ini Badan 
Pemusyawaratan Desa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada 
kepentingan umum. Akibatnya dari hal tersebut di atas produktifitas, dan 
kreatifitas anggota BPD menjadi tidak maksimal karena mereka tentu lebih 
mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja) daripada 
memikirkan tugas-tugas BPD yang merupakan kegiatan sosial 
kemasyarakatan.  
Penulis berpendapat bahwa tentu saja anggota BPD 
mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja). Namun, selama 
anggota BPD masih bisa menjalankan semua tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang wajib dilakukan 
selama memangku Jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa. Dalam hal ini persyaratan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa 
di Desa Makkawaru sebaiknya disyaratkan bagi masyarakat desa dengan 
komitmen yang tinggi terhadap pembangunan desa dan dapat mengatur 
bagaimanya fungsinya sebagai anggota BPD dan bagaimana fungsinya 
sebagai kepala keluarga juga selalu mementingkan kepentingan umum 
diatas kepentingan pribadi. 
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C. Rencana Pembangunan Desa Makkawaru Melalui APBDesa 
Pemerintah Desa dalam menjalankan otonomi desa yang 
merupakan perwujudan dari demokrasi membutuhkan peran serta warga 
masyarakatnya untuk memberikan kritik atau masukan kepada pemerintah 
desa guna mendukung pemerintahan. Masukan ini akan menjadi 
pertimbangan pemerintah desa di dalam memutuskan atau menetapkan 
suatu keputusan atau peraturan sesuai dengan keinginan warga 
masyarakatnya dan tercipta keselarasan, keadilan, dan kesejahteraan 
dalam pemerintahan desa baik pemerintah desa dan warga 
masyarakatnya.  
Selanjutnya guna lebih menjamin terjadinya proses demokratisasi 
pada pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang 
di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam 
pembuatan dan pelaksanaan Peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, dan keputusan kepala desa. Hal ini sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Desa.  
Ketentuan di atas menunjukkan adanya semangat pemerintah 
untuk melakukan demokrasi sampai ke tingkat desa. Ini memang ideal, 
karena secara filosofis dan teoritis setiap demokratisasi itu harus 
dilakukan pemencaran kekuasaan baik secara horizontal (pembagian 
kepada instansi yang sejajar) maupun secara vertikal (pembagian dari 
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pemerintah pusat ke daerah atau kota) melalui desentralisasi dan 
otonomi.  
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, BPD Desa 
Makkawaru dalam tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat, belum melaksanakan fungsi dengan baik. Selain itu, untuk 
menjalankan atau melaksanakan aspirasi yang telah ditampung tersebut 
perlulah direncanakan dengan baik dengan rencana anggaran yang 
dijalankan oleh pemerintahan desa. Aspirasi masyarakat tersebut pun 
sangat berperan penting dalam pembangunan desa. 
 Adapun daftar aspirasi yang dilampirkan oleh Kepala Desa 
Makkawaru yaitu peralatan usahan kelompok PKK, pelatihan komputer, 
pengecoran jalan, perintisan jalan, perbaikan jalan antar dusun, perintisan 
jalan tani, pembangunan gedung TK, pembangunan Posyandu, dan 
pembangunan saluran irigasi. 
 Untuk menjalankan atau melaksanakan aspirasi tersebut agar 
teradi peningkatan dan perbaikan kesejahtertaan masyarakat dibutuhkan 
alat untuk mendukung hal tersebut yaitu dilihat dari aspek letak geografis, 
kemampuan keuangan, sarana dan prasarana. Dimana masyarakat 
merupakan obyek sekaligus subyek dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dan menjadi target kebijakan sehingga memiliki dan posisi yang 
penting.  Menurut penulis, Badan Permusyawaratan Desa adalah salah 
satu alat untuk mewakili masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi 
tersebut. Dan berperan aktif dalam menyaluran aspirasi tersebut.  
 52 
 Peran tersebut dapat dijalankan melalui Musyawarah Rencana 
Pembangunan Desa (MusrembangDes). Dimana MusrembangDes ini 
menjadi tempat untuk membuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan. 
Yang tentu saja peran BPD seharusnya sebagai penyalur aspirasi 
berperan aktif dalam menentukan urusan-urusan yang akan 
diselenggaraakan di desanya berdasaekan usulan-usulan yang diterima 
dari masyarakat desa. Kebutuhan tersebut disampaikan kepada 
pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.  
Berdasarkan penelitian penulis, saat dilakukan Musyawarah 
Rencana Pembangunan Desa (MusrembangDes), masyarakat sendiri 
yang menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, artinya fungsi 
untuk menyalurkan aspirasi oleh Badan Permusyawartan Desa tidak 
berjalan, karena menurut Kepala Desa Makkwaru, Bapak Tamrin Samad, 
anggota BPD tidak begitu aktif dalam musrembangdes.  
Adapun Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa disusun 
secara berjangka meliputi :  
1. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya 
disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.  
2. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa 
merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun.  
RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa  
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan 
Daerah.  
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Dalam melakukan evaluasi dan menetapkan urusan pemerintah, 
seharusnya Pemerintah Desa bekerja sama dengan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di desa bersangkutan dengan 
pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 
(MusrembangDes), dimana sebelumnya di tingkat dusun telah 
dilaksanakan sebelumnya dalam pra Musyawarah Rencana 
Pembangunan Desa.  
Pra-MusrembangDes dilaksanakan oleh kepala Dusun bersama 
mayarakatnya untuk menampung usulan-usulan tentang pembangunan 
yang diperlukan, kemudian usulan tersebut disampaikan dalam 
MusrembangDes tingkat desa yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diabahas bersama-sama 
dengan masayarakat desa setempat yang terdiri dari tokoh mayarakat, 
tokoh agama, lembaga masayarakat, tokoh pemuda dan lain-lain.  
Seperti yang disampaikan oleh Abdussamad selaku Kepala Urusan 
Pemerintahan Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu (wawancara 
tanggal 04 Agustus 2016 ), menyatakan :  
“Bahwa dalam pelaksanaan MusrembangDes kami mengadakan 
rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 
pemuda, bidan desa, semua elemen masyarakat ikut membahas 
rencana pembangunan desa. Namun sebelumnya diadakan Pra- 
Musrembang ditingkat Dusun untuk menampung apa-apa yang 
diusulkan oleh masyarakat dan untuk dibawa ketingkat desa dalam 
MusrembangDes”.  
 
Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa hasil dari pembahasan 
Musrembang desa tersebut disusun kedalam Rencana Pembangunan 
jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi acuan pemerintah desa 
dalam melaksanakan pembangunan desa dalam kurun waktu 5 (lima) 
tahun.  
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Dari RPJMDes inilah pemerintah desa mengusulkan kepada 
pemerintah kabupaten mengenai usulan-usualan yang dapat dilaksanakan 
oleh desa yang disusun ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa 
(RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes (Rencana 
pembangunan Jangka Menengah Desa) dalam waktu 1 (satu) tahun yang 
ditetapkan dalam keputusan Kepala desa yang disetujui oleh Badan 
permusyawaratan desa (BPD).  
Selanjutnya disampaikan oleh Tamrin Samad selaku Kepala Desa 
Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu menerangkan bahwa (Wawancara 
tanggal 04 Agustus 2016) :  
“BPD (Badan permusyawaratan Desa) bersama aparat desa 
membahas RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa) untuk disahkan dan diserahkan kepada kabupaten, inilah 
yang menjadi patokan kabupaten ketika desa mengusulkan 
program kegiatan untuk dilaksanakan di desa”.  
 
Dalam setiap tahun desa menyerahkan permintaan kepada 
pemerintah kabupaten yang diakomodir oleh pemerintah Kecamatan yang 
juga mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 
(MusrembangKec), dimana semua desa mengirimkan delegasinya yang 
berbentuk tim untuk memperjuangkan usulan-usulan pembangunan yang 
akan dilaksanakan di desa nya, seperti yang disampaikan oleh Abbas. S 
selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Makkawaru Kecamatan 
Mattiro Bulu (wawancara tanggal 04 Agustus 2016) menyatakan :  
“setelah pelaksanaan MusrembangDes kemudian usulan-usulan 
masyarakat diserahkan ke Kecamatan dan diadakan lagi 
Musrembang ditingkat Kecamatan. Kemudian ditampung dan 
dikelompokkan lagi berdasarkan skala proritas, jadi apa yang 
diusulkan oleh desa belum tentu diterima, namun dilihat dari skala 
proritasnya, sehingga dari semua desa berebut agar usulan dapat 
diterima dalam Musrembang Kecamatan.” 
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Setelah Musrembang Kecamatan dilaksanakan dan telah 
ditentukan usulan-usulan yang diterima dari setiap desa berdasarkan 
skala prioritas, maka hasil Musrembang tersebut diteruskan dalam 
Musrembang Kabupaten yang menjadi pusat dari segala permintaan 
desa, dimana  kecamatan membentuk tim yang terdiri dari pemerintah 
kecamatan dan beberapa orang kepala desa sebagai perwakilan desa 
untuk memperjuangkan usulan mereka. Dalam Musrembang Kabupaten 
inilah usulan dari setiap desa dikelompokkan dan dikaji oleh pemerintah 
Kabupaten bersama dengan instansi, badan dan dinas-dinas terkait 
sesuai dengan kebutuhan.  
Seperti yang dikemukakan oleh Tamrin samad selaku Kepala Desa 
Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu (wawancara tanggal 04 Agutus 2016) 
menerangkan bahwa :  
“Musrembang adalah seperti lomba, karena tidak semua yang 
diusulkan oleh desa harus diakomodir oleh pemerintah kabupaten, 
karena banyaknya yang diusulkan oleh semua desa. Disinilah 
peran pemerintah desa untuk melakukan pendekatan eksekutif dan 
pendekatan legislatif. Karena domain eksekutif adalah 
Musrembang sedangkan Legislatif adalah reses. Berhasil tidak nya 
usulan ditentukan oleh kedua lembaga tersebut. Namun kenyataan 
sekarang lebih dominan berhasil lewat reses karena perencana 
anggaran adalah DPRD, pelaksana anggaran adalah pemerintah 
kabupaten”.  
 
Lebih tegas beliau mengemukakan bahwa :  
“ pemerintah desa harus juga memiliki politik desa dengan 
melakukan lobi kepada DPRD kabupaten agar disetujui semua 
program pembangunan yang diusulkan oleh Desa hal ini 
dikarenakan harus disetujui oleh DPRD kabupaten untuk 
penglokasian anggarannya”.  
 
Dengan demikian penulis mengemukakan bahwa diserahkan atau 
disetujuinya suatu urusan pemerintahan kepada desa tetap 
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pelaksanaannya ditentukan oleh 2 (dua) lembaga yaitu eksekutif dalam 
hal ini pemerintah kabupaten sebagai perencana dan pelaksana 
anggaran, dan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
pemegang kuasa persetujuan pemakaian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes). Artinya, fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa hanya 
sampai saja pada perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui 
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). 
Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana 
kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-
prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). 
Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan 
dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, 
sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang 
berkembang.  
Menurut penulis, Peranan BPD dalam perencanaan program disini, 
haruslah mengetahui perkembangan apa yang ada di desa, dapat 
memberikan masukan tidak saja mengenai aspirasi yang ditampungnya, 
juga dapat memilah apa yang menjadi prioritas dan apa yang menjadi 
kebutuhan di Desa Makkawaru. Tentu saja, apa yang menjadi prioritas 
tersebut juga dapat memberikan peningkatan ekonomi Desa Makkawaru, 
agar dana yang menjadi pemasukan desa dapat digunakan untuk 
pembangunan desa di tahun berikutnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka 
penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa:  
1. Dalam Pasal Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa 
adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala 
Desa. Dalam hal, menyalurkan aspirasi masyarakat Desa ini, 
perlulah dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk 
menyelenggarakan Pemerintah Desa, hal ini pun termuat jelas 
dalam Pasal  54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
Tentang Desa (UU Desa), bahwa musyawarah Desa merupakan 
forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan 
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk 
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun berdasarkan hasil 
peneilitian penulis, fungsi BPD yang telah diatur dalam Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 tidak berjalan sebagaimana mestinya, 
hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh kepala desa dan kepala 
BPD setempat yang berbeda pendapat mengenai jalannya fungsi 
tersebut. Adapun fungsi-fungsi yang tidak berjalan sesuai dengan 
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Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah aspirasi 
masyarakat desa disalurkan tidak melalui Badan Permusyawratan 
Desa, melainkan pada Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat. 
Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Makkawaru tidak 
kooperatif dan tidak memiliki komunikasi yang baik dengan kepala 
desa dan perangkat desa di desa setempat, yang mana akibat dari 
hal tersebut, adanya kurang kepercayaan kepada Badan 
Permusyawaratan Desa dan membuat Badan Permusyawaratan 
Desa tidak memiliki arti di mata masyarakat desa Makkawaru; 
2. Rencana Pembangunan Desa Makkawaru Melalui APBDesa 
dilakukan dengan menyampaikan program-program yang perlu 
dilaksanakan di desanya kepada pemerintah Kabupaten yang telah 
ditampung sebelumnya oleh pemerintah desa melalui 
MusrembangDes (Musyawarah pembangunan Desa) yang dibahas 
bersama dengan masyarakat desa yang terdiri dari tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan kelompok 
masyarakat lainnya. Kemudian usulan-usulan masyarakat 
diserahkan ke Kecamatan dan diadakan lagi Musrembang ditingkat 
Kecamatan. Dan juga ditampung dan dikelompokkan lagi 
berdasarkan skala proritas. Selanjutnya pemerintah kabupaten 
melakukan pengkajian terhadap usulan-usulan pemerintah desa 
untuk diintegrasikan dengan program pemerintah kabupaten dan 
akhirnya pelaksanaanya ditentukan oleh pemerintah kabupaten 
dalam hal ini lembaga eksekutif bersama dengan Dewan 
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Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) lembaga legislatif sebagai 
pemegang kuasa persetujuan pemakaian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan  dan 
Belanja Desa (APBDes) untuk disetujui. Dengan demikian penulis 
berpendapat bahwa diserahkan atau disetujuinya suatu urusan 
pemerintahan kepada desa tetap pelaksanaannya ditentukan oleh 2 
(dua) lembaga yaitu eksekutif dalam hal ini pemerintah kabupaten 
sebagai perencana dan pelaksana anggaran, dan legislatif yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemegang kuasa 
persetujuan pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 
Artinya, fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa hanya sampai 
saja pada perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui 
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes). Menurut penulis, Peranan BPD dalam 
perencanaan program disini, haruslah mengetahui perkembangan 
apa yang ada di desa, dapat memberikan masukan tidak saja 
mengenai aspirasi yang ditampungnya, juga dapat memilah apa 
yang menjadi prioritas dan apa yang menjadi kebutuhan di Desa 
Makkawaru. Tentu saja, apa yang menjadi prioritas tersebut juga 
dapat memberikan peningkatan ekonomi Desa Makkawaru, agar 
dana yang menjadi pemasukan desa dapat digunakan untuk 
pembangunan desa di tahun berikutnya. 
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B. Saran  
1. Pemerintahah di Kabupaten pinrang sebaiknya membuat peraturan 
daerah tentang mekanisme kerja antara BPD dan Perangkat Desa 
lain di Desa-Desa yang terdapat di Kabupaten Pinrang, agar tujuan 
dari UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat tercapai; 
2. Agar dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang 
tugas dan tangung jawab Badan Permusyawaratan Desa di Desa 
Makkawaru, sehingga tanggung jawab mengenai pemerintahan 
desa tidak bertumpu hanya pada kepala desa saja. Yang berarti 
akan memudahkan dijalankan progran-program desa lain yang 
dapat mengembangkan Desa Makkawaru. 
3. Pemilihan kepala dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa 
sebaiknya dibatasi oleh usia, dalam pemilihan badan 
permusyawaratan desa sebaiknya diduduki oleh pemuda desa agar 
dapat membangun sikap kritis dan memberikan semangat kepada 
pemuda desa dan agar masyarakat desa dapat menyampaikan 
aspirasinya lebih leluasa. 
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